Menimbang : a.

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 32 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

p—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Pasal 5 angka 3 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
maka setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk
melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan
setelah menjabat agar terciptanya pemerintahan yang
mempunyai intergritas terhadap tugas dan
tanggungjawabnya sebagai aparatur ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Udang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah berapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Republik Indonesia Nomor 3862);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor
5135} ;

11.Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2014 tentang

12,

13.

14.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 07);

Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2014 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2014 Tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Acara Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014
Nomor 9);

Peraturan Gubernur 10 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014
Nomor 10).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

I,

2.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

Biro Kepegawaian yang selanjutnya disingkat BK adalah Biro
Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara.

Inspektorat prov adalah Inspektorat Provinsi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara.

Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut
KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

. Penyelenggara Negara adalah Pejabat yang menjalankan

fungsi eksekutif di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audi, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam
formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberatasan
Korupsi.

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda
yang dimiliki oleh penyelengggara Negara beserta istri dan
anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta
bergerak, dan harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya
yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Pejabat
sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.



12.

13.

14.

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

User LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara sebagai media fasilitator antara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk mengakses data terkait wajib
LHKPN.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara
bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang
mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan
tercela lainnya.

(1)

BAB II
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara yang wajib menyampaikan LHKPN
adalah berikut :

Gubernur/ wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
Pejabat Eselon I ;

Pejabat Eselon II;

Pejabat Eselon III;

Bendahara Penerimaan;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat /Pegawai yang bertugas di ULP.

mEUEUE- S

Gubernur menetapkan nama-nama penyelenggara negara
yang wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara dalam suatu keputusan.

BAB II1
TATA CARA DAN WAKTU PELAKSANAAN LHKPN
Pasal 4

Pelaksanaan pelaporan LHKPN kepada KPK dikoordinir
oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan
Organisasi akan dibantu oleh Inspektorat Provinsi dan Biro
Kepegawaian Provinsi selaku unit kepegawaian dan unit
pengawasan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal
3 ayat (1) wajib melaporkan LHKPN selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengangkatan/pelantikan Pejabat dimaksud;

Kewajiban untuk melaporkan kembali LHKPN
Penyelenggara Negara dilakukan setiap terjadi mutasi,
promosi dan pensiun atau telah menduduki jabatan selama
2 (tahun).

Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara yang disusun
dalam Formulir KPK A ataupun KPK B sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 disampaikan ke kantor KPK atau
melalui Pos ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan
LHKPN KPK.

Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 7

diatas yang terdiri dari :

a. formulir LHKPN Model KPK A, diisi oleh Penyelenggara
Negara yang baru pertama kali melaporkan harta
kekayaannya.

b. formulir LHKPN Model B, diisi oleh Penyelenggara
Negara yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua)
tahun, Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi
dan atau promosi jabatan, Penyelenggara Negara yang
mengakhiri jabatan dan atau pensiun, Penyelenggara
Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka
pemeriksaan LHKPN.

BAB IV
PENYAMPAIAN FORMULIR

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.

(2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh

Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah:

a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya,;
b. Mengalami promosi jabatan atau mutasi, atau

c. Pensiun.

(3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diisi oleh Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan
lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri
fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan
yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian:

a. Formulir LHKPN asli beserta bukti lampiran
disampaikan kepada Tim Pengelola = LHKPN untuk
diverifikasi dan selanjutnya disampaikan oleh Satgas
SKPD ataupun pribadi kepada KPK.

b. Formulir LHKPN fotocopy beserta bukti lampiran
disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan
sebagai arsip pribadi.



(4) Satgas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Penyelenggara Negara yang menyampaikan langsung formulir
LHKPN kepada KPK, maka fotocopy tanda terima penyampaian
LHKPN wajib disampaikan kepada:

a. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.

b. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinator LHKPN
ditembuskan kepada Biro Kepegawaian dan Biro Hukum
dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, dan

c. Kepala SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB VI
KOORDINATOR PENGELOLAAN LHKPN
Pasal 7

(1) Koordinator Pengelolaan dan Pelaporan LHKPN adalah Tim
Pengelolaan LHKPN Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Inspektorat Provinsi, Biro Kepegawaian Daerah dan Biro
Hukum dan Organisasi yang dibentuk dengan keputusan
Gubernur.

(3) Tugas Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah:

a. Memonitor LHKPN dan menjalankan fungsi Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai evaluator
pelaksanaan dari kepatuhan melaporkan LHKPN dari
setiap Penyelenggara Negara.

b. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman
LHKPN serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk
bersedia diperiksa harta kekayaannya.

c. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian dan User
aplikasi LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas pada
huruf b.

d. Memonitor pelaksanaan Surat Edaran MenPan Nomor:
SE/01/M.PAN/1/2008 tentang peningkatan Ketaatan
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.



e. Menindaklanjuti rekomendasi KPK  mengenai
pendaftaran pemeriksaan LHKPN yang terdiri dari :

1. Data mengenai kepatuhan para wajib lapor LHKPN di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
dalam hal menyampaikan dan mengumumkan LHKPN
kepada KPK.

2. Hasil Pemeriksaan LHKPN, dan
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

f. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data
kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau
ketidakwajaran harta kekayaan atas laporan LHKPN para
wajib lapor LHKPN.

g. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun
mengenai pelaksanan tugas sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Walikota
dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB serta
KPK.

h. Memberikan rekomendasi kepada Biro Kepegawaian
selaku unit kepegawaian untuk melakukan pembinaan
kepada Penyelenggara Negara.

(4) Tugas Biro Kepegawaian Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

a. Mengelola LHKPN dan menjalankan fungsi pengawasan
bagi pegawai, baik dalam mutasi, promosi, pensiun
maupun Penyelenggara Negara yang telah menduduki
jabatannya selama dari 2 (dua) tahun untuk segera
melaporkan LHKPN kepada KPK melalui Biro Hukum
dan Organisasi.

b. Memeriksa nama-nama Penyelenggara Negara yang
sudah dan belum menyampaikan LHKPN dan
memerintahkan kepada Penyelenggara Negara yang
belum menyerahkan LHKPN untuk segera memenuhi
kewajibannya.

c. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan
Organisasi dalam hal pendistribusian formulir LHKPN,
pemantauan pengisian LHKPN, sosialisasi kewajiban
pengisian LHKPN kepada Para Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

(5) Tugas Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) :

a. menyusun daftar nama  jabatan yang = wajib
menyampaikan LHKPN untuk dijadikan acuan dalam
penyusunan kebijakan pemerintah;

c. melakukan koordinasi dengan KPK dalam
pendistribusian formulir LHKPN, pemantauan pengisian
LHKPN dan penyampaian LHKPN;

d. mengkoordinasikan pengumpulan LHKPN dari
Penyelenggara Negara dari unit kepegawaian untuk
diserahkan kepada KPK;,



e. melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi
aplikasi LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara; dan

f. menyampaikan salinan tanda terima LHKPN dari KPK
kepada Penyelenggara Negara di Lingkungan Provinsi
Kalimantan Utara.

BAB VII
USER LHKPN

Pasal 8

(I) Untuk membantu pengelolaan LHKPN sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7, ditunjuk user LHKPN vyaitu
pejabat dibidang ketatalaksanaan dan staf Bagian
Organisasi dengan ruang lingkup tugas antara lain :

a. Melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN yang
dalam pelaksanaannya dibantu oleh satuan petugas
pengelolaan LHKPN SKPD di setiap SKPD; dan

b. Menyampaikan data dan informasi mengenai perubahan
jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
utara kepada KPK dengan sepengetahuan tim Pengelola
data wajib LHKPN Provinsi Kalimantan Utara.

User LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pj. Gubernur Provinsi
Kalimantan Utara.

BAB VIII
PEMBINA DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.

Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif
dilaksanakan oleh pejabat pengawasan internal pemerintah
pada Inspektur wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala SKPD |/ unit kerja melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di
lingkungan kerja masing — masing.

BAB IX
SANKSI
Pasal 10

Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak
melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran
/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut dengan
tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.



(2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditindaklanjuti maka  Penyelenggara Negara  yang
bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Se: r 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TRIOYONO BUDI SASONGKO



